
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   57  TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 130 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a.  bahwa dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor        tg  tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta 

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12,13,14,dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor   tent tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 16); 

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN 

ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 130 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

119/2813/SJ 

177/KMK.07/2020 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah 

Rp2.157.035.850.332,45 (dua trilyun seratus lima puluh tujuh milyar tiga puluh 

lima juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua koma empat 

puluh lima rupiah) berubah perincian menjadi: 

 

a. Pendapatan Daerah  

1. Pendapatan Asli Daerah             Rp372.819.016.531,07 

2. Dana Perimbangan         Rp1.241.026.458.000,50 

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah           Rp366.633.542.737,12 

  Jumlah Pendapatan         Rp1.980.479.017.268,19 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai             Rp889.863.271.233,00 

b) Belanja Bunga                                    Rp0,00 

c) Belanja Subsidi                                    Rp0,00 

d) Belanja Hibah               Rp81.886.947.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial                Rp2.835.000.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 

 Kab/Kota/Desa               Rp22.871.517.593,40 

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada  

 Provinsi/Kab/Kota/Desa dan Parpol            Rp235.544.810.060,00 

h) Belanja Tidak Terduga             Rp145.488.762.903,33 

           Rp1.378.490.308.789,73 

 



2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai            Rp171.242.561.997,00 

b) Belanja Barang dan Jasa      Rp480.199.120.524,10 

c) Belanja Modal             Rp165.603.044.759,00 

             Rp763.044.727.280,10 

  Jumlah Belanja          Rp2.141.535.036.069,83 

   

  Surplus (Defisit)           Rp(161.056.018.801,64) 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan            Rp176.556.833.064,26 

2. Pengeluaran               Rp15.500.814.262,62 

   Jumlah Pembiayaan Netto            Rp161.056.018.801,64 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

   Tahun Berkenaan                                     Rp0,00 

 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Kesembilan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Perubahan Kesembilan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.            

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 

    Ditetapkan di Bantul 

    pada tanggal 18 Mei 2020 

     

    BUPATI BANTUL 
 

ttd 
 
    SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal 18 Mei 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd 

HELMI JAMHARIS 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 57 

 


